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PUTUSAN
Nomor 1641/Pdt.G/2020/PA.Cbn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tangal lahir Bogor/16 Januari 1999, umur 21 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kp Pongkor Rt.04/Rw.01 Desa Cisarua
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, dalam hal ini
berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Maret 2020
telah memberikan kuasa kepada Muhammad Reza, S.H,
advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor
kuasa hukum yang beralamat di Jalan Abesin No 89
Rt.01/Rw.03 Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor tengah
Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Bogor/15 Maret 1997, umur 22 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Kp. Cimaja Rt.01/Rw.04 Desa Cisarua
Kecamatan Naggung Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;
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Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 12 Maret 2020
dengan register perkara Nomor  1641/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah
mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2019 dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung
Kabupaten Bogorsesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/24/11/2019 pada
hari Jumat tanggal 08 Februari 2019.(Bukti P-1)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di Kp. Pongkor RT.04/RW.01 Desa Cisarua Kecamatan
Nanggung Kabupaten Bogor

3. Bahwa selama melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat

belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2019 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang
penyebabnya Karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah dan sering
mengucapkan kata-kata kasar seperti menyamakan Penggugat dengan

kata-kata binatang.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus
sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2020 Tergugat mengucapkan kata
Talak hingga 3 (tiga) kali kepada Penggugat, setelah itu pada bulan Februari
2020 Tergugat meninggalkan rumah dari tempat Penggugat tanpa
sepengetahuan Penggugat, dan tidak pernah kembali hingga saat ini dan
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diketahui Tergugat kembali ke rumah kakak nya di Kp. Cimaja Rt.01/Rw.04

Desa Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, alasan yang
mendasari diajukannya Gugat Cerai ini yaitu : Antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga (berdasarkan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam) adalah telah terpenuhi.

8. Bahwa Penggugat sudah sering memaafkan Tergugat tetapi kebiasaan
tergugat selalu diulang-ulang sehingga sudah tidak ada lagi yang bisa
dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ada rasa apa-apa lagi kepada
Tergugat, Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat
dan Tergugat saling menghargai , menyayangi dan saling membantu serta

mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat.

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun
1974 Jo.Peraturan Pemerintah No0.9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi
Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini sesuai hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas , Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor segera memeriksa dan
mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :
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1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perkawinan antara (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT) yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor
Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor : 173/24/11/2019 pada hari Jumat tanggal 08 Februari
2019.putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya (Talak 1
(satu) Raj').

3. Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

- Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat
tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat
sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan
dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat — alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kaecamatan Nanggung

Kabupaten Bogor, Nomor 173/24/11/2019 Tanggal 08 Februari 2019, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi

sebagai berikut :
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1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah [JJJlll Penggugat oleh karena itu saksi kenal
dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum
dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019,
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap
Penggugat;;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Februari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat
dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Il, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah [JJJlll Penggugat, oleh karena itu saksi kenal
dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum
dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat;;
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- Bahwa sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dengan

Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan

Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan
mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta
mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal
selengkapnya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan #0046# tersebut, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir
dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan
yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu
harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai
dengan alasan - alasan karena sejak bulan April 2019 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan : masalah ekonomi, Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar
terhadap Penggugat; dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 yang akibatnya
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis
Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan
Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada

Penggugat tetap dibebani pembuktian;
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Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti
surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan
Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang
perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut
hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali
perkawinan yang sah, sesuai dengan ketetuan Pasal 2 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan
didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti
yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai
anak;

- Bahwa sejak bulan April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat;;

- Bahwa sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
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- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis
berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
(broken mariage) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan
harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan
mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana
yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukun Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan
Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi
bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini
telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan
kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan
sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti
dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukukm
Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat;
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Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir
di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pulah dinyatakan
terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR
Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk mengahadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp576,000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 2 Juli 20020 Masehi
yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulga’dah 1441 Hijriyyah, oleh Drs. H.
Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni
Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut
yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

0.1641/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Drs. H. Abid, M.H.
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Hakim Anggota | Hakim Anggota |l

Drs. H. Dadang Karim, M.H. Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran .............coooviieviiiiiiniiininnnn, Rp
30.000,00

2. Biaya ProSes.......ccccuiiiiiiiiiiiiiiieiieeee e Rp
60.000,00

3.Biaya Panggilan ............ccocii i Rp
450.000,00

4. Biaya PNBP Akta Panggilan...............cc.ccoeveais Rp
20.000,00

5.Biaya Redaksi .........coooiiiiiii i e Rp
10.000,00
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6. Biaya Metera .......covevveine i e Rp
6.000,00

Jumlah .......cccoiiiennnin. Rp  576.000,00
Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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